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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan
Budidaya Air Payau dan Laut Kumai;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-
Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1

10.

11.

12.

.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelola
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.

. Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan

dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah

dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah
yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di

singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA

adalah dokumen rencana angaran tahunan BLUD yang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana
kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

.Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang pada
bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang Dbertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.



13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

(3)

(4)

Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil wajar dari
investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya per unit layanan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan
Laut Kumai yang selanjutnya disingkat UPT PBAPL Kumai
adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau
dan Laut Kumai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Tengah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini memuat antara lain:
a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,
tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memuat ketentuan dan mekanisme kerja antarposisi
jabatan dan fungsi.

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi
pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal
untuk efektifitas pencapaian.

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai
pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tata kelola yang diterapkan pada UPT PBAPL Kumai bertujuan
untuk:

a.

memaksimalkan nilai UPT PBAPL Kumai dengan cara
menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas dan independensi agar UPT PBAPL Kumai
memiliki daya saing yang kuat;

. mendorong pengelolaan UPT PBAPL Kumai secara profesional

dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan
kemandirian organisasi UPT PBAPL Kumai;
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. mendorong agar organisasi UPT PBAPL Kumai dalam

membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa
dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT PBAPL
Kumai terhadap stakeholder; dan

. meningkatkan kontribusi UPT PBAPL Kumai dalam

mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui
pelayanan teknis dan usaha perikanan budidaya ikan/udang.

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola UPT PBAPL Kumai meliputi
peraturan internal dalam menerapkan BLUD.

Tata kelola dimaksud mengatur hubungan antara organ UPT
PBAPL Kumai sebagai UPT yang menerapkan BLUD, yaitu
Kepala UPT, pemerintah daerah, dewan pengawas, dan
pejabat pengelola, serta pegawai berikut tugas, fungsi,
tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya
masing-masing.

BAB II
POLA TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

UPT PBAPL Kumai berlokasi di Desa Kapitan, Kecamatan
Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Unit shrimp estate UPT PBAPL Kumai beralamat di jalan
Paigo, Kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat.

Nomor telepon UPT PBAPL Kumai adalah (0532) 23573.
E-mail UPT PBAPL Kumai: pbapl kumailOl.go.id.

Pelayanan yang ada pada UPT BPAPL Kumai meliputi:
. perbenihan;
. penyediaan calon induk;
. budidaya pembesaran;
. penjualan hasil produksi;
. pelayanan teknik perbenihan ikan/udang;
pelayanan laboratorium pengujian kualitas;
. pelayanan laboratorium pengujian pakan;
.pelayanan laboratorium pengujian hama dan penyakit
ikan/udang; dan
layanan pengujian residu.
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Pasal 6

Struktur UPT PBAPL Kumai adalah sebagai berikut:
a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Teknik Produksi;

d. Seksi Pelayanan Teknik; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Pejabat pengelola UPT PBAPL Kumai terdiri dari:
a. Pimpinan BLUD;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku di UPT PBAPL Kumai.

Pasal 8

Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPT PBAPL Kumai.

Uraian tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengevaluasi,
mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaran kegiatan
BLUD agar lebih efesien dan produktif;

2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;

3. menyusun Renstra;

4. menyiapkan RBA;

5. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan
pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;

6. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD
selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada daerah; dan

8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan
ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.
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Pasal 9

Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada pimpinan
BLUD dan memiliki tugas:
. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
. mengoordinasikan penyusunan RBA,;
. menyiapkan DPA;
. melakukan pengelolaan dan pendapatan belanja;
. menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi,
. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang berada dibawah penguasaanya;
. menyelenggarakan sistem informasi manajeman
keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan
j- tugas lainnya yang ditetapkan kepala daerah dan/atau
pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
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Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab keuangan.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran.

Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara
pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 10

Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Seksi Teknik Produksi
dan Pemasaran dan Kepala Seksi Pelayanan Teknik.

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung
jawab kepada pimpinan BLUD dan memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
sesuai dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis
operasional pelayanan di bidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah
dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai

penanggungjawab  kegiatan teknis operasional dan

pelayanan di bidangnya.

Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

dan peningkatan sumber daya lainnya.
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BAB III
PROSEDUR KERJA

Pasal 11

Prosedur kerja dalam tata kelola UPT PBAPL Kumai
menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar
posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Prosedur kerja UPT PBAPL Kumai dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat dituangkan
dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) pelayanan
meliputi:

. SOP perbenihan;

o o

. SOP penyediaan calon induk;

SOP penjualan hasil produksi;

o o

. SOP teknik budidaya air payau dan laut;
SOP pengujian kualitas air;
SOP laboratorium pengujian pakan;

@ =™ 0

SOP laboratorium pengujian hama dan penyakit ikan;
h. SOP layanan laboratorium pengujian residu.

SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan
kemudian ditetapkan oleh kepala UPT BLUD.

SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut
kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik
internal maupun eksternal.

SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala
dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan;

Jenis-jenis SOP yang berlaku di UPT PBAPL Kumai lebih
lengkap diatur lebih lanjut pada peraturan internal UPT.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Pengelompokan fungsi UPT PBAPL Kumai menggambarkan
pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pendukung
yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam
rangka efektif pencapaian organisasi.

Organisasi UPT PBAPL Kumai dikelompokan sesuai dengan
fungsi sebagai berikut:

a. telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan
Pengawas dan pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari
Pimpinan BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis;

b. pembagian fungsi pelayanan teknis, fungsi pelayanan
teknis dan fungsi penyelenggaraan administrasi;
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c. pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk
masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan
melalui Keputusan Kepala UPT PBPAL Kumai; dan

d. fungsi audit di lingkungan internal UPT PBPAL Kumai
dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Sumber daya manusia UPT PBAPL Kumai terdiri atas:
a. Pejabat pengelola; dan
b. Pegawai.

(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum
operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan
keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan kebijakan untuk mendukung kinerja
BLUD.

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(50 UPT PBAPL Kumai dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan
pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari
profesional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai
dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan
dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif
dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga
professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional
lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk
masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat kembali
untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
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Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan
berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang
disetujui PPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan
pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur
lain dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pegawai

Pasal 14

Semua PNS pada UPT PBAPL Kumai mempunyai kewajiban
dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban dan memperoleh
hak sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati.

Paragraf 3
Penghargaan dan Sanksi
Pasal 15

Penghargaan untuk pegawai pada UPT PBAPL Kumai
berupa:

a. penghargaan non finansial, antara lain:

1. kesempatan berupa keikutsertaan dalam
pelatihan /seminar/lokakarya dengan didanai oleh UPT;

2. kesempatan mengikuti tugas belajar/izin belajar; dan
3. pengembangan karir.

b. penghargaan finansial yang dapat diberikan berupa
insentif sesuai dengan anggaran tersedia.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai UPT PBAPL Kumai yang melanggar tata tertib dan
disiplin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(6)

-11-

Paragraf 4
Remunerasi

Pasal 16

Pejabat Pengelola dan pegawai UPT PBAPL Kumai diberikan
remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan
profesionalisme.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap
setiap bulan;

b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang
bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang
bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap
dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD
memenuhi syarat tertentu;

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna
jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bersifat tetap berupa gaji;

b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan
bonus atas prestasi; dan

c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri
sipil.

Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. bersifat tetap berupa gaji;

b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi;
dan

c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil.

Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih

lanjut dengan peraturan kepala daerah tentang remunerasi

berdasarkan usulan pemimpin.
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Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas

Pasal 17

Pembina dan pengawas UPT PBAPL Kumai terdiri atas:
a. pembina teknis dan pembina keuangan;

b. satuan pengawas internal; dan

c. Dewan Pengawas.

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
a yaitu Kepala Dinas.

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a yaitu PPKD.

Pasal 19

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk

pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja

pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam

menyelenggarakan Praktek Bisnis yang sehat.

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di

bawah pimpinan BLUD UPT PBAPL Kumai.

Satuan Pengawas Internal pada BLUD UPT PBAPL Kumai

paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak

berjumlah 3 (tiga) orang.

Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :

a. kuantitas sumberdaya manusia dan kemampuan keuangan
BLUD;

b. keseimbangan antara manfaat dan beban;

c. kompleksitas manajemen; dan

d. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 20

Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:

a.

b.
c.
d.

pengamanan harta kekayaan;

menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajeman dalam
penerapan praktek bisnis yang sehat.
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Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal pada
BLUD yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a.

b.

mali B BN BN e NN e}

[y

—.

(4)

(5)

(6)

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BLUD;

. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
. memahami tugas dan fungsi BLUD;
. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);

. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi

55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

. mempunyai sikap independent dan obyektif.

Pasal 22

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf c dapat dibentuk oleh kepala daerah.

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki

realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2

(dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua)

tahun terakhir.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang

dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang

atau 5 (lima) orang.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang

memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2
(dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang

memiliki:
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a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2
(dua) tahun lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau

b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).

(7) Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas, pengawasan dan

(1)

pengendalian internal dilakukan oleh Pembina teknis dan
Pembina Keuangan.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (5) terdiri atas unsur :

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
teknis kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (6) terdiri atas unsur :

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
teknis kegiatan BLUD;

c. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

d. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan

(4)

ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau

perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan

layanan BLUD.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan

Pengawas pada maksimal 3 (tiga) BLUD.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah

Pejabat Pengelola BLUD diangkat.

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang

bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan BLUD;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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(2)

(3)
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d. memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsi BLUD;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);

. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

jm V)

j- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala
daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon
anggota legislatif.

Pasal 24

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan
BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian
untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah
mengenai:

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
BLUD; dan

3. Kinerja BLUD.

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas);

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif

pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan
pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun
atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
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Pasal 25

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima)

tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60

(enam puluh) tahun.

Dalam hal batas usia Pengawas sudah berusia paling tinggi 60

(enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah

karena:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu — waktu.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan,;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada BLUD, Negara, dan/atau daerah.

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD
dan dimuat dalam RBA.

(1)

(2)

Pasal 27

Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada

Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai

imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap

bulan.

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

1. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar
40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan
pemimpin;

2. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak
sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan
tunjangan pemimpin; dan

3. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak
sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan
pemimpin.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan SIBER dan Sandi Negara
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